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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 
a) Pengertian Perlindungan Hukum 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari perlindungan 
adalah (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan dan sebagainya) 
memperlindungi.8 Sedangkan hukum adalah (1) peraturan atau adat 
yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh 
penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dan 
sebagainya  untuk mengatur pergaulan masyarakat; (3) patokan 
(kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang 
tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim  
(dalam pengadilan) vonis.9 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk meindungi 
dengan peraturan undang-undang yang mengikat. 
Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan 
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi 
dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai 
bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam 
                                                             
8 Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/lindung, diakses pada 
tanggal 8 Januari 2020 
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/hukum, diakses pada tanggal 
8 Januari 2020 
14 
 
 
 
berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, 
pelayanan medis, dan bantuan hukum.10 
Menurut Ahli Setiono, Perlindungan hukum adalah perbuatan 
atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-
wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku 
untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban, agar manusia dapat 
menikmati martabatnya sebagai manusia.11 
Menurut Satjipto Raharjo mengatakan bahwa pengertian 
perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak 
asasi manusia (HAM) yang dilanggar atau dirugikan orang lain dan 
perlindungan itu diberikan kepada seluruh masyarakat agar dapat 
merasakan hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena tujuan dari 
hukum itu sediri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat 
yang harus diwujudkan dengan adanya kepastian hukum. 12 
Menurut CST Kansil mengatakan bahwa perlindungan hukum 
adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya 
perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh 
hukum, terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia 
sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesame manusia 
                                                             
10 Soerjono Seokanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.133 
11 Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana 
Universitas Sebelas Maret, hlm.3 
12 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53 
15 
 
 
 
serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak 
dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.13 
Setelah kita melihat pendapat dari para ahli maka dapat 
disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk 
melindungi setiap orang yang melanggar peraturan maupun yang 
dirugikan haknya dengan cara-cara tertentu berdasarkan peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku, dilakukan oleh pejabat atau 
pemerintah yang berwenang, termasuk atas tindakan sewenang-
wenang penguasa atau aparatur penegak hukum itu sendiri. 
b) Jenis-Jenis Perlindungan Hukum 
Pada dasarnya seluruh masyarakat harus mendapatkan 
perlindungan hukum baik dalam segala hubungan hukum apapun, oleh 
sebab itu para ahli telah membedakan macam-macam  atau jenis-jenis 
perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan 
bahwa perlindungan hukum memiliki dua macam sarana, yaitu : 
1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif 
Pada sarana ini subyek hukum diberikan kesempatan 
untuk mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan 
pemerintah mendapat bentuk yang definitive, agar 
mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum 
preventif membuat berhati-hati dalam mengambil 
                                                             
13 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 
102 
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keputusan, karena pemerintah bertindak dengan didasarkan 
atas kebebasan. 
2) Sarana Perlindungan Hukum Represif 
Pada perlindunga hukum represif bertujuan untuk 
menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum 
oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di 
Indonesia termasuk kategori perlindungan Hukum ini. 
Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah 
bertumpu dan bersumber dari konsep terhadap pengakuan 
dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Prinsip kedua 
adalah prinsip Negara hukum, dihubungkan  dengan 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia, membuat hal tersebut mendapat tempat utama dan 
dapat dihubungkan dengan tujuan dari Negara hukum.14 
Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan  
suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan pelaksaannya yaitu diberi 
suatu sanksi. Menurutnya perlindungan hukum dibedakan menjadi dua 
macam, yaitu: 
1) Perlindungan Hukum Preventif 
Perlindungan hukum diberikan oleh pemerintah untuk 
mecegah adanya pelanggaran. Hal tersebut terdapat dalam 
                                                             
14 Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina 
Ilmu. Hal. 20 
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peraturan perundng-undangan dengan maksud untuk mencegah 
timbulnya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan 
dalam melakukan suatu kewajiban. 
2) Perlindungan Hukum Represif 
Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi 
seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 
apabila sudah terjadi sengketa atau telah timbulnya adanya 
pelanggaran.15 
c) Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa 
diskriminasi.16 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, 
keluarga, masyarkat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian 
kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya 
hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan 17 
kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang 
                                                             
15 Muchsin, Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta, 
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.20 
16 Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhak yang baik 
dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga 
persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan 
sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak 
berumur 18 (delapan belas) tahun. 
B. Tinjauan Umum tentang Anak 
a) Pengertian Anak 
Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangangan 
yang berlaku di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :  
1) Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.  
2) Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang 
berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan 
anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana.  
3) Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 Pasal 1 ayat (5) tentang Hak Asasi Manusia, Anak 
adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 
masih di dalam kandungan apabila tersebut demi 
kepentingannya”. 
 
b) Hak-Hak Anak 
Upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), juga dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan 
19 
 
 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak 
Anak, salah satu yang diatur adalah mengenai Hak anak untuk 
mendapatkan perlindungan (Protection Rights) yaitu hak-hak 
dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari 
diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang 
tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini 
terdiri atas 2 kategori, yaitu :  
1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi 
terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan 
kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;  
2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan 
keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari 
segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang 
lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk 
melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan 
yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau 
perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau 
hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan 
penahanan semena-mena.17 
 
c) Anak sebagai Korban 
1. Viktimologi 
Viktimologi, berasal dari bahasa latin victima yang artinya 
korban dan logos yang artinya ilmu. Secara terminologis, 
viktimologi yaitu suatu studi yang mempelajari tentang korban 
penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan 
                                                             
17 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana 
Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13 
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korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu 
kenyataan sosial.18 
Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi 
bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan 
oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan 
masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan 
bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan 
kekuasaan.19 Objek studi atau ruang lingkup viktimologi 
menurut Arief Gosita, adalah sebagai berikut :20  
a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.  
b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.  
c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi 
suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti 
para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-
Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan 
sebagainya.  
d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.  
e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal 
argumentasi kegiatankegiatan penyelesaian suatu 
viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, 
refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan 
peraturan hukum yang berkaitan.  
f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen. 
 
Manfaat viktimologi pada dasarnya berkaitan dengan tiga 
hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu :21 
a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak 
korban dan perlindungan hukum;  
                                                             
18 Rena Yulia, Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, 
Yogyakarta, 2010, hlm. 43 
19 J.E. Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 158 
20 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Akademika Pressindo, Jakarta, 
1993, hlm. 39 
21 Ibid hlm. 50 
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b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban 
dalam suatu tindak pidana;  
c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan 
terjadinya korban.  
 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami tentang 
kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas 
dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan 
untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikuensi dan 
deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara 
dimensional. 
Dalam suatu peristiwa atau pelanggaran yang terjadi pasti 
ada istilah “korban” di dalam peristiwa tersebut, dan korban 
tersebut mengalami kerugian baik itu materil maupun 
immateril.  Menurut Bambang Waluyo bahwa yang dimaksud 
dengan korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan 
fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau 
mengakibatka mati atas perbuatan atau perbuatan pelanggaran 
ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.22 
Sedangkan menurut Arif Gosita mengemukakan bahwa 
korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan 
rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari 
                                                             
22 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, 
hlm.9 
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pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan 
dengna kepentingan dan hak asasi yang dirugikan.23 
Dalam perkembangan sekarang, korban kejahatan bukan 
saja orang perorangan tetapi meluas dan kompleks. Mengenai 
korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, 
bangsa, dan Negara, dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu 
yang menerima, merasakan penderitaan baik jiwa, fisik, 
materiil, maupun nonmaterial. 
2) Korban institusi adalah setiap institusi yang mengalami 
penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya lalu 
menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari 
kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana 
alam. 
3) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam 
yang di dalamnya berisikan kehidupan flora dan fauna 
juga manusia serta semua jasad hidup yang tumbuh 
berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada 
ingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, 
banjir, longsor, dan kebakaran yang disebabkan oleh 
kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia 
baik individu maupun kelompok yang tidak bertanggung 
jawab. 
4) Korban masyarakat, bangsa, dan Negara adalah 
masyarakat yang diperlakukan diskriminatif, tidak adil,  
tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak 
sipil, hal politik, hak ekonomi, hak social dan budaya tidak 
lebih baik setiap tahun.24 
 
Beberapa hukum positif di Indonesia juga memaparkan 
tentang pengertian korban, yaitu : 
1) Menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, 
korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang 
yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun 
                                                             
23 Ibid 
24 Ibid hlm.11 
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emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami 
pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak 
sadarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga 
ahli warisnya.25 
2) Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan, korban adalah 
orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman 
kekerasan dalam lingkup rumah tangga.26 
3) Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan 
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan 
oleh suatu tindak pidana.27 
 
2. Anak sebagai Korban Tindak Pidana  
Dalam suatu kejahatan, tidak dapat dipungkiri bahwa 
korban akan mengalami penderitaan mental yang mendalam 
terutama jika terjadi karena adanya ancaman dan kekerasan. 
Eksistensi terhadap perlindungan korban sudah menjadi suatu 
keharusan yang utama dalam memperhatikan kelangsungan 
kehidupan korban nantinya. Sebagaimana yang dikatakan Arif 
Gosita di atas bahwa korban dalam hal ini tidak hanya mereka 
yang mengalami kerugian materil tetapi juga termasuk 
kerugian immaterial. 
Korban tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak yang 
wajib ditegakkan, rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan 
                                                             
25 Pasal 1  ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsialisi 
26 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga 
27 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
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berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya paska 
tindakan itu mendapatkan perhatian yang serius dari hukum 
islam. Korban tidak boleh diabaikan sendirian 
memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun wajib 
dijembatani oleh penegak hukum dalam memperjuangkan 
nasibnya.  
Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya 
menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, 
dengan tepat dikemukakan oleh Muladi saat menyatakan: 
korban kejahatan perlu dilindungi karena  masyarakat dianggap 
sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga 
(system of institutionalized trust). Kepercayaan ini terpadu 
melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur 
kelembagaan. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan 
bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga 
pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut 
korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem 
kepercayan tersebut. 
d) Anak sebagai Pelaku 
1. Pengertian Pelaku 
Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan siapa 
yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana 
dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu: Ayat (1) 
25 
 
 
 
Mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta 
melakukan perbuatan. Mereka yang memberi atau menjanjikan 
sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 
dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan 
memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya 
melakukan perbuatan. Ayat (2) terhadap penganjur, hanya 
perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang 
diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.28 
2. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak 
yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai 
pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap 
mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, 
mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh 
kembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan 
undang-undang. Menurut hal ini adalah anak yang telah 
mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau 
belum menikah.  
Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum di 
kelompokan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal, yang pertama faktor internal anak berhadapan 
dengan hukum mencakup keterbatasan ekonomi keluarga, 
                                                             
28 Pasal 55 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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keluarga tidak harmonis (Broken Home) tidak ada perhatian 
dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun 
bekerja di luar negeri sebagai TKI, lemahnya iman dan taqwa 
pada anak maupun orang tua. Sedangkan untuk faktor eksternal 
ialah kemajuan globalisasi dan kemajuan tekhnologi tanpa 
diimbangi kesiapan mental oleh anak, lingkungan pergaulan 
anak dengan teman-temannya yang kurang baik, tidak adanya 
lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak 
menuangkan isi hatinya, kurangnya fasilitas bermain anak 
mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan 
kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar 
hukum.29  
Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 
3 (tiga) tentang sistem peradilan pidana anak juga terdapat 
pengertian mengenai Anak yang berhadapan dengan Hukum 
yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi 
korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak 
pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya 
disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di 
duga melakukan tindak pidana. 
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
                                                             
29 Romli Atmasasmita, Soetodjo, Wagiati, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 
2006, hal. 17 
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1. Pengertian Tindak Pidana 
Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan 
menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari 
“strafbaar feit”tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa 
yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana”tersebut. 
Secara harfiah perkataan “tindak pidana”dapat diterjemahkan sebagai 
“sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, 
diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia 
sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. 
Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan 
pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.30 
Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan 
formal Indonesia, istilah “perisitiwa pidana” pernah digunakan secara 
resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 . Secara substansif, 
pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu 
kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh 
gejala alam.31  
                                                             
30 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 
Bandung,1997, hlm. 181. 
31 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,2003, 
hlm. 33. 
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Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana”secara teoretis dapat 
dirumuskan sebagai berikut : “Suatu pelanggaran norma atau gangguan 
terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan 
sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan umum”.32 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP 
pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, 
yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan 
unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si 
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk 
kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-
unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-
keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-
unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :33 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);  
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;  
c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;  
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut 
Pasal 340 KUHP;  
                                                             
32 Tongat, S.H.,M.Hum, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan,  
UMM Press, Malang, 2012, hlm.96 
33 PAF Lamintang, 1997. Op. cit., hlm. 183. 
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e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di 
dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
 
3. Teori-Teori di dalam Hukum Pidana 
Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembenar 
dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya 
menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori 
hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan 
yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:34 
2) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan 
hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa 
lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.  
3) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan 
terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat 
melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia 
tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.  
4) Alasan penghapus penuntutan, disini permasalahannya bukan ada 
alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran 
mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang 
melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas 
dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya 
tidak diadakan penuntutan.  
 
MvT (Memorie van Toelichting) dari KUHP Belanda dalam 
penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan 
apa yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan 
seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Alasan-
alasan tersebut masuk dalam alasan penghapus dan alasan pembenar antara 
lain:35 
                                                             
34 R. Achmad Soema Di Pradja, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 249 
35 Ibid, hlm.250 
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1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak 
pada diri orang itu (inwedig), ialah pertumbuhan jiwa yang tidak 
sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP); dan  
2. Alasan tidak dipertanggung jawabkan seseorang terletak di luar 
orang itu (uitwendig), ialah dalam KUHP terdapat pada Pasal 48 
sampai dengan 51:  
a. Daya memaksa (overmacht) (pasal 48);  
b. Pembelaan terpaksa (noodweer) (pasal 49);  
c. Melaksanakan undang-undang (pasal 50);  
d. Melaksanakan perintah jabatan (pasal 51).  
 
Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, 
meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-
undang. Jika perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin 
ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 
49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa, pasal 50 (melaksanakan 
peraturan undang-undang), dan pasal 51 ayat (1) (melaksanakan perintah 
jabatan).36  
Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang 
ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak 
bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya 
bersifat melawan hukum. Jadi, disini ada alasan yang menghapuskan 
kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan 
pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu 
bertanggung jawab), pasal 49 ayat (2) (noodweer exces), pasal 51 ayat (2) 
(dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). 
                                                             
36 ibid 
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Adapun mengenai pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat 
merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf. 37 
Di dalam hukum pidana juga dikenal dengan Hukum Penitensier yaitu 
segala peraturan positif mengenai sistem hukum (strafstelsel) dan sistem 
tindakan (maatregelstelses). Sanksi berupa pidana maupun tindakan inilah 
yang akan dipelajari oleh hukum penitensier. Sanksi pidana dan tindakan 
(maatregel) termasuk dalam hukum pidana. Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan istilah sanksi tindakan, hal 
tersebut dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi dalam 
perkembangan masyarakat yang makin kompleks juga diiringi dengan 
perkembangan hukum pidana yang begitu cepat. Hukum pidana bukan 
hanya diatur dalam KUHP (kodifikasi) melainkan juga telah diatur di luar 
kodifikasi KUHP. Sehingga untuk tindak pidana yang diatur di luar KUHP 
dengan menggunakan asas lex specialis, maka dalam hal menjerat pelaku 
kejahatan juga dengan menggunakan ketentuan pidana di luar KUHP 
(hukum pidana yang berkenaan dengan anak sebagai pelaku kejahatan dan 
Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Di mana untuk 
tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan anak 
sebagai pelaku tindak pidana telah menerapkan bukan hanya sanksi pidana 
akan tetapi juga sanksi tindakan (maatregel).38  
D. Tindak Pidana Perkosaan 
1. Pengertian Perkosaan 
                                                             
37 Ibid, hlm.255 
38 Jupri, S.H, Hukum Penitensier, 2012, https://www.negarahukum.com/hukum/hukum-
penitensier.html diakses pada tanggal 4 Februari 2020 
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Perkosaan berasal dari bahasa Latin yaitu rapere yang artinya 
mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Perkosaan 
adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual. Definisi 
perkosaan disebagian negara memiliki pengertian adanya serangan 
seksual dari pihak laki-laki dengan menggunakan penisnya untuk 
melakukan penetrasi vagina terhadap korban. Penetrasi oleh pelaku 
tersebut dilakukan dengan melawan keinginan korban. 
Dalam bahasa Belanda Perkosaan adalah verkrachting , dalam 
pasal 285 KUHP dirumuskan suatu tindak pidana berupa dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan 
untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. 
Para ahli juga mengartikan perkosaan. Menurut R. Sugandi 
mengartikan perkosaan yaitu seorang laki-laki yang memaksa pada 
seorang perempuan yang bukan isterinya untuk melakukan 
persetubuhan dengannya menggunakan ancaman kekerasan, yang 
dimana kemaluan lelaki tersebut telah masuk ke dalam lubang 
kemaluan perempuan tersebut yang kemudian mengeluarkan air mani. 
Sedangkan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan 
adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan 
badan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. Berbeda dengan 
pendapat Wirdjono Prodjodikoro, menurut beliau perkosaan adalah 
seorang pria yang memaksa seorang wanita yang bukan isterinya 
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untuk bersertubuh dengannya, sehingga yang membuat sang wanita 
tidak dapat melawan maka dengan terpaksa ia mau melakukan 
persetubuhan itu. 
Tindakan perkosaan menurut penulis Belanda mirip dengan 
penyerangan kesusilaan dengan perbuatan di pasal 289 KUHP yang 
dirumuskan sebagai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya 
perbuatan cabul (ontuchtige handelingen) dengan ancaman hukuman 
maksimum sembilan tahun penjara. Tetapi, menurut mereka perbuatan 
yang dipaksakan dalam pasal 289 KUHP perbuatan cabul merupakan 
pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari pasal 285 
KUHP sebagai pengertian khusus39.  
Perbedaan lain dari dua tindak pidana ini ialah, bahwa : 
1) Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh 
seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan 
perkosaan untuk cabul juga dapat dilakukan oleh seorang 
perempuan terhadap seorang laki-laki. 
2) Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan di luar 
perkawinan, sedangkan perkosaan untuk cabul juga dapat 
dilakukan di dalam perkawinan, sehingga tidak boleh seorang 
suami memaksa isterinya untuk cabul atau seorang isteri 
memaksa suaminya untuk cabul. 
Dalam pasal 287 KUHP Barangsiapa diluar perkawinan bersetubuh 
dengan seorang perempuan yang ia tahu atau pantas harus dapat 
mengira, bahwa perempuan itu belum berusia 15 Tahun atau belum 
pantas untuk dikawin terancam hukuman penjara sembilan tahun. 
                                                             
39 Prof. Dr. Wirdjono Prodjodikoro S,H,  Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,  PT 
Eresco, Jakarta-Bandung, 1980, hlm.117 
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Pasal ini menjelaskan seseorang yang memperkosa anak dibawah 
umur. 
2. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan 
Menurut KUHP didalam pasal 285, tindak pidana perkosaan adalah 
barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Sehingga 
dari semua definisi yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa unsur utama dari perbuatan perkosaan adalah 
terdapat suatu kekerasan atau adanya ancaman kekerasan ketika 
menyetubuhi perempuan. 
3. Penyebab Terjadinya Perkosaan 
Beberapa ahli menjelaskan ada beberapa penyebab terjadinya 
perkosaan. Salah satunya menurut Sarjana Hukum Lidya Suryani 
bahwa menurut beliau penyebab terjadinya pemerkosaan adala pelaku 
perkosaan pernah sakit hati dan mempunyai dendam terhadap korban, 
sehingga perasaan tersebut membuat pelaku melampiaskan amarahnya 
terhadap perempuan lainnya. Bukan hanya itu dapat juga dikarenakan 
adanya dampak buruk dari lingkungan sekitar, media-media 
pornografi yang mudah diakses, dan syahwat yang sedang naik 
sehingga pelaku tidak kuasa lagi menahannya. 
Penyebab-penyebab lainnya dapat disebabkan oleh hal-hal berikut 
ini :40 
                                                             
40 Ibid, hlm.110 
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1) Kurangnya menanggapi dan mengontrol perbuatan-
perbuatan yang menyimpang dari hukum serta norma 
agama. 
2) Ketidakadilan dalam putusan hakim yang memberikan 
putusan yang ringan kepada pelaku perkosaan, yang 
menyebabkan semakin banyaknya orang berperilaku 
jahat dan biadab. Sehingga tidak memilikiketakutan 
dengan hukuman yang diberikan kepada dirinya nanti. 
3) Pergaulan yang terlalu bebas. Tidak adanya batasan 
antara laki-laki dan perempuan dalam bergaul, sehingga 
tidak dapat membedakan mana perbuatan yang boleh 
dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan berkaitan 
dengan prinsip moral tentang hubungan antara laki-laki 
dan perempuan. 
4) Kurangnya pengetahuan dan penjiwaan dalam 
memahami kaidah-kaidah agama yang ada di 
masyarakat. Seseorang yang berperilaku jahat kepada 
orang lain adalah karena semakin berkurangnya norma-
norma agama yang ada di masyarakat atau metode 
hubungan antar masyarakat yang semakin 
menghilangkan fungsi agama. 
5) Semakin berkembangnya luar yang membuat semakin 
hilangnya adab dalam berpakaian yang menutup aurat. 
Aurat yang terbuka dapat mendorong hasrat seksual 
seseorang yang memiliki niat jahat. 
Namun, tidak selamanya pakaian menjadi penyebab terjadinya 
perkosaan. Karena banyak juga korban perkosaan yang memakai 
pakaian sopan ketika ia menjadi pelampiasan perilaku biadab sang 
pelaku. 
4. Dampak Terjadinya Perkosaan 
Dampak sosial sangat lebih besar dampaknya dibandingkan dengan 
kasus kasus. Dalam perkosaan korban akan banyak mendapatkan 
penderitaan yang akan dialaminya, seperti:41 
                                                             
41 Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara 
Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 23   
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1) Terjadinya kehamilan yang tidak kehendakinya dan tidak 
ada sosok yang akan bertanggung jawab atas kehamilannya 
tersebut. 
2) Keperawanan yang lenyap begitu saja. 
3) Takut akan tertular penyakit-penyakit kelamin seperti 
HIV/AIDS. 
4) Stres berkepanjangan hingga terjadinya gangguan terhadap 
mentalnya. 
5) Takut dengan lingkungan sekitarnya. 
 
Oleh sebab itu, korban perkosaan sangat membutuhkan kasih 
sayang dan empati dari orang-orang terdekatnya, dengan begitu 
mereka akan merasa tenang, hingga rasa semangat dan kepercayaan 
akan muncul kembali seperti dulu. Seharusnya juga mereka diberikan 
perlindungan hukum secara adil, maksimal, dan menyeluruh. 
Perempuan yang menjadi korban perkosaan dapat memiliki 
dampak fisik yang terjadi akibat diperkosa. Adapun dampak fisik yang 
dirasakan korban perkosaan adalah :42 
1) Organ tubuh yang rusak seperti selaput darah robek, 
mengalami pingsan hingga dapat menyebabkan meninggal 
dunia. 
2) Terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan oleh korban. 
3) Terdapat luka di vagina dan anus. 
4) Berpeluang terkena penyakit menular seksual. 
5) Terdapat luka memar karena dipukul, dicekik, dan dicakar 
oleh pelaku serta patah tulang. 
Korban juga memiliki dampak sosial yang akan dialaminya 
setelah terjadinya pemerkosaan terhadap dirinya, seperti:43 
1) Korban perkosaan merasa sangat diasingkan dan disudutkan 
oleh masyarakat sekitar karena anggapan mereka adalah 
korban perkosaan sendiri yang memancing pelaku untuk 
                                                             
42 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : 
Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, Refika Aditama, 2001, hlm.100 
43 Moerti Hadiati Soeroso., Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologis, Sinar Garfika, Jakarta, 2010, hlm 120.   
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melakukan perkosaan, baik itu karena pakaian yang 
dikenakan atau bisa pula karena gaya dandanan dan 
perilaku dari korban tersebut. 
2) Korban akan merasa dirinya sangat hina dan tidak berarti 
lagi. Dikarenakan adanya anggapan dari masyarakat sekitar 
yang mengatakan bahwa yang bersalah ketika terjadinya 
perkosaan adalah perempuan. 
3) Korban memiliki rasa takut berlebihan dan enggan untuk 
membicarakan hal yang telah menimpa dirinya. 
4) Korban perkosaan menjadi sangat merasa bersalah dan 
memalukan atas kasus yang terjadi padanya. Ia merasa telah 
mencoreng nama baik keluarganya sehingga memilih untuk 
lebih banyak diam padahal ia sangat depresi. 
Selain itu, korban perkosaan juga memiliki dampak psikologis 
atas kejadian yang telah dialaminya akibat perkosaan yang terjadi. 
Adapun dampak psikologisnya yaitu: 
1) Terganggunya perasaan seperti sering merasa marah, benci, 
dendam, kesal, hina, dan memalukan.  
2) Terjadinya insomnia yang berkepanjangan hingga sangat 
susah untuk tidur di malam hari.  
3) Sering merasa takut, selalu stress dan sangat depresi hingga 
tidak selera untuk makan.  
4) Sering mengalami mimpi yang buruk ketika tidur dan selalu 
teringat pada kejadian perkosaan yang pernah terjadi.  
5) Sering merasa sangat cemas dan selalu merasa bersalah atas 
insiden yang terjadi hingga korban memiliki keinginan 
untuk melakukan bunuh diri. 
 
E. Tindak Pidana Aborsi 
1. Pengertian Aborsi 
Dalam kamus Hukum Pidana, aborsi berasal dari bahasa latin 
yaitu Abortus yang artinya pengungguran kandungan. Dalam dunia 
kedokteran, aborsi atau abortion  yaitu pengeluaran hasil dari konsepsi 
dan uterus sebelum janin viabel, pencegahan dini sebuah proses alami 
atau suatu penyakit. Menurut ilmu hukum, aborsi adalah janin 
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kandungan yang dikeluarkan sebelum tiba waktunya melahirkan yang 
dilakukan oleh seseorang dan hal tersebut merupakan suatu tindak 
pidana kejahatan, atau dengan kata lain aborsi yaitu terhentinya 
kehamilan seorang perempuan karena sebab-sebab tertentu atau suatu 
kehamilan yang usianya belum 22 (dua puluh dua) minggu.  
Kata “Pengguguran Kandungan terjemahan dari kata “abortus 
provocatur” yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan 
“membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP 
dalam pasal-pasal 346 sampai dengan 349. Terdapat 3 (tiga) unsur 
dalam kasus pengguguran kandungan yakni janin, ibu yang 
mengandung, dan orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengguguran 
tersebut44. Tujuan dari pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi 
janin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimuat arti 
“janin” sebagai berikut:  
1) Bakal bayi (masih di kandungan) 
2) Embrio setelah melebihi umur 2 (dua) bulan. 
Objek kejahatan ini adalah kandungan, yang dapat berupa sudah 
berbentuk makhluk yakni manusi, berkaki dan bertangan serta 
berkepala, dan dapat juga belum berbentuk manusia. Kejahatan 
mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan, jika dilihat dari 
subyek hukumnya dapat dibedakan menjadi: 45 
1) Yang dilakukannya sendiri (346 KUHP) 
                                                             
44 Leden marpaung, S.H,  Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh,Sinar Grafika, Jakarta, 
2000, hlm.30 
45 Drs. Adami chazawi, S.H, Kejahatan Terhadap Tubuh  dan Nyawa, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2001, hlm.25 
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2) Yang dilakukan oleh orang lain, yang dalam hal ini 
dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu atas persetujuannya 
(347 KUHP) dan tanpa persetujuannya (348 KUHP) 
Ada pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan 
oleh orang lain, baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain 
itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu yaitu 
dokter, bidan, dan juru obat (349 KUHP). 
Pengguguran kandungan atau aborsi berbeda dengan keguguran, 
aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan dengan cara disengaja, 
yaitu suatu kehamilan yang dihasut dengan segala upaya yang 
menyebabkan terjadinya pengguguran kandungan. Sedangkan 
menurut KUHP, aborsi yaitu pengeluaran hasil konsepsi pada setiap 
stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap 
tercapai (38-40 minggu). Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin 
dapat hidup di luar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau 
kurang dari 20 minggu)46. 
2. Pengertian Tindak Pidana Aborsi 
Tindak pidana aborsi menurut KUHP dan Ancaman Pidana Dalam 
Pasal 346 KUHP dinyatakan: “Perempuan yang dengan sengaja 
menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang 
lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”. 
Mengenai hal ini, dapat dimengerti bahwa pada pasal 346 KUHP 
melarang untuk melakukan sebuah tindak aborsi. Tindak aborsi yang 
dilakukan dari kemauan diri sendiri ataupun menyuruh orang lain 
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untuk melakukannya merupakan sebuah unsur yang disengaja. Unsur 
kesengajaan seseorang yang melakukan tindak aborsi semestinya 
dilandasi dengan adanya keinginan dan niat yang diinginkan oleh 
pelaku aborsi dalam hal menggugurkan kandungan yang ada di dalam 
rahimnya tersebut. Perempuan yang dapat dikategorikan sebagai 
pelaku tindak pidana aborsi adalah jika ia melakukan unsur-unsur 
yang ada dalam pasal 346 KUHP. Adapun unsur-unsurnya yaitu: 
a. Perempuan yang hamil atau seseorang yang diperintah agar 
membantunya untuk melakukan hal tersebut.  
b. Dilakukan secara sengaja.  
c. Hal yang dilakukan akan berakibat pada gugurnya kehamilan 
atau kehamilan tersebut akan mati.  
Berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam pasal 346 KUHP, 
adapun yang diancam pidana yaitu:  
a. Seorang perempuan hamil yang secara sengaja 
mengakibatkan kandungannya gugur atau mati.  
b. Seorang perempuan hamil yang secara sengaja 
memerintahkan seseorang mengakibatkan kandungannya 
gugur atau mati.  
c. Seseorang yang diperintahkan agar melaksanakan hal 
tersebut. Sebagaimana telah tercantum dalam pasal 346 
KUHP tersebut, maka ancaman pidana yang akan diberikan 
kepada orang-orang yang disebutkan dalam pasal tersebut 
adalah pidana penjara maksimal 4 tahun lamanya. 
 
3. Penyebab Terjadi Aborsi 
Penyebab terjadinya Aborsi ditinjau dari bidang kedokteran, aborsi 
terjadi karena adanya beberapa penyebab yang dialami oleh perempuan: 
1) Hasil konsepsi memiliki cacat atau kelainan pertumbuhan. 
Adapun faktor terjadinya kelainan tersebut adalah kelainan 
genetik atau kromosom, area yang buruk ketika hasil fertilisasi 
sudah melekat, janin yang sudah terpengaruh oleh zat yang 
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mengancam dan berisiko seperti sudah terkena radiasi, obat-
obatan, alkohol, tembakau dan infeksi virus.  
2) Kelainan yang terjadi pada plasenta. Adanya hambatan 
pembentukan pembuluh darah pada plasenta karena adanya 
penyakit darah tinggi yang akut.  
3) Perempuan hamil yang menderita penyakit kronis seperti tifus, 
anemia, keracunan, infeksi virus toxoplasma dan radang paru-
paru.  
4) Adanya kelainan pada organ kelamin perempuan yang hamil 
tersebut seperti terdapat gangguan pada mulut rahim, kelainan 
yang terjadi pada bentuk rahim, dan kelainan bawaan dari rahim 
itu sendiri.  
Nyaris seluruh perempuan dari beragam kalangan kerap melakukan 
perbuatan aborsi. Hakikatnya, mereka yang melakukan aborsi memiliki 
penyebab-penyebab yang mendorong mereka melakukannya, seperti: 
1) Tidak mengetahui apapun mengenai alat kontrasepsi yang bagus 
dan susah untuk memperoleh alat tersebut. Beberapa perempuan 
yang tinggal di negara-negara berkembang tidak memperoleh 
mekanisme pelayanan Keluarga Berencana yang berjalan 
dengan teratur. Terdapat kurang lebih 360 juta dari 560 juta 
perempuan yang ada di dunia tidak mengetahui dan susah dalam 
memperoleh alat kontrasepsi yang bagus.  
2) Tidak rutin dalam memakai alat kontrasepsi. Beberapa pasangan 
suami istri selalu sewaktu-waktu saja dalam memakai alat 
kontrasepsi. Terkadang mereka keliru dalam menilai risiko 
terhadap kehamilan.  
3) Kontrasepsi yang gagal. Negara yang memiliki kualitas 
pelayanan yang baik terhadap Keluarga Berencana, mengungkap 
bahwa para perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi 
secara konsisten dan berkeinginan besar agar tidak terjadinya 
kehamilan, ketika mereka mengalami kegagalan kontrasepsi, hal 
tersebut membuat mereka nekat dalam melakukan aborsi 
terhadap kandungannya.  
4) Bayi yang ada di kandungan mengalami kelainan atau cacat. 
Biasanya hal ini dapat diketahui oleh masyarakat yang hidup di 
negara maju, dimana terdapat alat canggih yang bisa mengetahui 
kondisi bayi setelah kandungan berusia 16 minggu. Beberapa 
perempuan memilih melakukan aborsi saat ia memperoleh 
informasi mengenai bayi yang ada di kandungannya mengalami 
kelainan atau cacat.  
5) Kondisi kehidupan seperti perempuan yang sudah janda, 
ekonomi keluarga yang sedang kritis, terjadinya kehamilan yang 
42 
 
 
 
tidak dikehendaki, perempuan yang hidup terpisah dengan 
suaminya atau sering ditinggal pergi, dan perempuan yang 
menganggap kehamilan yang terjadi pada dirinya adalah sebuah 
tanggungan yang berat. Adapun penyebab lain yang mendorong 
perempuan melakukan perbuatan aborsi yaitu terjadinya 
kehamilan diluar status perkawinan yang terjadi pada 
perempuan. Bisa disebabkan karena seks bebas atau 
pemerkosaan. Selain itu, penyebabnya juga karena mentalnya 
belum siap menjadi ibu atau belum siap untuk mempunyai anak. 
Penyebab lainnya juga karena adanya krisis ekonomi yang 
terjadi dalam rumah tangga yang menyebabkan tidak siap dalam 
membiayai kehidupan sang anak kelak. 
 
4. Dampak Terjadinya Aborsi 
1) Dampak Fisik 
Salah satu dampak fisik dari tindak aborsi adalah terjadinya 
pendarahan dan komplikasi. Jika sering melakukan aborsi secara 
berulang kali, maka dapat menyebabkan terjadinya kemandulan 
atau tidak dapat lagi memiliki keturunan. Bahkan aborsi yang 
dilakukan secara fatal akan mengakibatkan kematian. Adapun 
dampak fisik jangka pendek yang terjadi yaitu adanya pendarahan, 
terjadinya suatu infeksi setelah aborsi yang dilakukan, komplikasi 
bahkan terjadinya kematian. Dampak jangka panjangnya yaitu 
terganggunya kesuburan hingga akan terjadinya kemandulan.47 
2) Dampak Psikis 
Perempuan-perempuan yang melakukan tindak aborsi akan 
mengalami dampak psikis terhadap jiwanya. Mereka akan selalu 
merasa ketakutan, tertekan batin, panik berkepanjangan, stres, dan 
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juga mengalami rasa trauma ketika ingatannya mengingatkannya 
pada prosedur yang memiliki rasa sakit ketika aborsi berlangsung. 
Selain itu akan muncul rasa cemas, tidak percaya diri dan merasa 
bersalah, begitu pula mereka akan merasa sangat berdosa karena 
telah melakukan aborsi. Tanda-tanda dari perempuan yang 
merasakan trauma psikologis yaitu mempunyai kesedihan yang 
berlebihan, sering merasakan depresi dan marah tanpa alasan, tidak 
percaya diri dalam membuka dirinya kembali, memiliki rasa tidak 
siap jika kelak akan hamil lagi, sering mimpi hal-hal yang buruk 
ketika tidur, alat seksualnya tidak berfungsi lagi, mencoba 
mencicipi minuman keras bahkan narkotika, tidak memiliki selera 
makan, sering merasa cemas dan khawatir, hingga berkeinginan 
untuk melakukan bunuh diri.48 
3) Dampak Sosial 
Dampak sosial yang terjadi pada perempuan yang melakukan 
aborsi yaitu adanya suatu perasaan bahwa dirinya kini tidak ada 
harganya lagi. Mereka juga akan memiliki rasa ketergantungan 
yang berlebihan terhadap lawan jenis dikarenakan mereka tidak 
perawan lagi disebabkan melakukan tindak aborsi tersebut. Adapun 
dampak sosial ekonomi, dana yang keluar akibat aborsi selalu 
dilakukan secara diam-diam. Karena Indonesia tidak 
memperkenankan aborsi, maka tidak terdapat kriteria biaya 
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pelayanan aborsi. Konsekuensinya, dana yang akan dikeluarkan 
oleh pelaku aborsi akan sangat mahal49. 
5. Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan 
Di dalam pasal 75 telah dijelaskan bahwa aborsi diperbolehkan jika 
ada indikasi-indikasi tertentu. Bunyi pasal 75 UU Kesehatan yaitu : 
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.  
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan 
berdasarkan:  
a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini 
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau 
janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau 
cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki 
sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar 
kandungan; atau  
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan 
trauma psikologis bagi korban perkosaan.   
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 
dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra 
tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang 
dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan 
perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.50 
Di dalam pasal 76 huruf a Undang-Undang Kesehatan juga 
menjelaskan usia janin yang bleh diaborsi yaitu sebelum kehamilan 
berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali 
dalam hal kedaruratan medis. 
 
 
                                                             
49 Ibid, hlm.19 
50 Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
